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 The Indonesian government is working to balance fish exploitation 

with marine health through its Measured Fishing policy, which is 

based on zoning and catch quotas. In addition to regulating fish 

harvests to prevent overfishing, this policy also aims to promote local 

economic equity. This study evaluates the extent to which fishermen 

at the Bungus Oceanic Fishing Port understand and accept the PIT 

policy. Data were collected from 74 fishermen at PPS Bungus using 

interviews and questionnaires within a descriptive research 

framework. A Likert scale was used to assess their perceptions, while 

the direction of fisheries management strategies was determined 

through a SWOT analysis.  Based on the study results, the majority 

of fishermen assessed their readiness through indicators such as the 

availability of fishing gear, the abundance of fish in the sea, fuel 

consumption, and understanding of regulations. Although the quota 

mechanism and government oversight were well-received, policies 

regarding the mandatory use of transmitters and the overhaul of the 

licensing system still face resistance from fishermen. The importance 

of fishermen’s participatory involvement in the implementation of the 

PIT is a key finding of this study, where consideration of socio-

economic conditions, as well as increased technical support and 

outreach, is essential. The chosen management strategy falls into the 

aggressive category in Quadrant I, where the primary focus is on 

regulatory enforcement to maximize technology-based monitoring 

systems and expand public awareness campaigns. This approach 

aims to ensure that the PIT policy at the Bungus PPS is implemented 

effectively to guarantee the sustainability of marine resources. 
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 Abstrak 

Upaya menyeimbangkan eksploitasi ikan dengan kesehatan laut 

dilakukan pemerintah Indonesia melalui kebijakan Penangkapan 

Ikan Terukur (PIT) yang berbasis pada pembagian zona dan jatah 

tangkapan. Selain mengawasi pemanfaatan ikan agar tidak 

berlebihan, kebijakan ini juga menargetkan pemerataan ekonomi 

lokal. Penelitian ini mengevaluasi sejauh mana nelayan di Pelabuhan 

Perikanan Samudera (PPS) Bungus memahami dan menerima 

kebijakan PIT tersebut. Data dikumpulkan dari 74 nelayan di PPS 

Bungus menggunakan instrumen wawancara dan kuesioner dalam 

kerangka metode deskriptif. Untuk mengevaluasi persepsi mereka, 

digunakan skala Likert, sementara penentuan arah strategi 

manajemen perikanan dilakukan lewat analisis SWOT.  Berdasarkan 

hasil studi, mayoritas nelayan menilai kesiapan mereka melalui 

indikator ketersediaan alat tangkap, jumlah ikan di laut, penggunaan 

BBM, dan pemahaman regulasi. Walaupun mekanisme kuota dan 

pengawasan pemerintah disambut baik, kebijakan mengenai 

kewajiban transmitter dan perombakan sistem perizinan masih 

menghadapi hambatan berupa resistensi dari nelayan. Pentingnya 
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keterlibatan nelayan secara partisipatif dalam implementasi PIT 

menjadi poin utama temuan ini, di mana pertimbangan terhadap 

situasi sosial-ekonomi serta peningkatan dukungan teknis dan 

sosialisasi sangat diperlukan. Pilihan strategi pengelolaan jatuh pada 

kategori agresif di Kuadran I, di mana fokus utamanya adalah 

penegakan regulasi untuk memaksimalkan sistem pengawasan 

berbasis teknologi dan perluasan sosialisasi. Pendekatan ini 

bertujuan agar kebijakan PIT di PPS Bungus berjalan efektif demi 

menjamin keberlanjutan sumber daya laut. 

 

PENDAHULUAN 

Sebagai negara dengan kekayaan laut yang besar, Indonesia memiliki potensi sumber 

daya ikan yang diperkirakan mencapai 12 juta ton setiap tahunnya. Kenaikan nilai produksi 

perikanan di tanah air dipicu oleh variasi alat tangkap serta semakin banyaknya jumlah armada 

yang melaut di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia (WPPNRI). Aktivitas penangkapan 

ikan menjadi tolok ukur dalam manajemen perikanan yang lestari, terutama karena sifat 

pemanfaatan laut yang terbuka bagi siapa saja. Meski wilayah laut tropis Indonesia menyimpan 

berbagai spesies ikan bernilai ekonomi tinggi, saat ini jumlah populasi per jenisnya mulai 

menyusut dan jumlahnya relatif terbatas (Nogué-Algueró et al., 2023 ; Trenggono, 2023).  

Sektor perikanan tangkap berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat lokal dan memicu pertumbuhan investasi serta ekonomi nasional. Namun, struktur 

perikanan Indonesia saat ini masih didominasi pelaku usaha kecil, dengan industri besar yang 

distribusinya belum seimbang, meski sisi legalitas mulai kuat yang ditunjukkan oleh 2.300 

kapal penangkap berizin resmi dari pemerintah pusat (Salmarika et al., 2022, Trenggono, 

2023).  

Pertumbuhan armada tangkap di Indonesia telah mencapai titik di mana jumlahnya 

mencakup lebih dari 70% total alokasi nasional. Penambahan unit penangkapan ini 

menimbulkan risiko penangkapan berlebih, yang pada akhirnya menguras cadangan sumber 

daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (Trenggono, 2023). Indikator 

penangkapan berlebih dapat diamati ketika hasil produksi ikan melewati ambang batas 

produksi lestari (Maximum Sustainable Yield). Fenomena ini mengakibatkan berkurangnya 

perolehan ikan bagi nelayan, menyusutnya dimensi fisik ikan yang tertangkap, dan semakin 

jauhnya jarak tempuh menuju daerah penangkapan (Fulton et al., 2022; Bhuwana et al., 2023).   

Salah satu instrumen untuk mengontrol aktivitas penangkapan adalah melalui penerapan 

regulasi pemerintah yang membatasi jatah tangkapan agar tidak melampaui potensi lestari 

(Abrahamsz et al., 2022). Demi menjamin keberlanjutan sumber daya dan memaksimalkan 

nilai ekonomi, pemerintah Indonesia meluncurkan program Penangkapan Ikan Terukur (PIT) 

yang berpijak pada PP No. 11 Tahun 2023 tentang pengaturan kuota dan zonasi penangkapan. 

Konsep penangkapan ikan terukur merupakan strategi pengelolaan yang menyeimbangkan 

antara peningkatan pendapatan nelayan dengan upaya proteksi sumber daya ikan serta 

pemeliharaan integritas ekosistem perairan (Trenggono, 2023).  

Berdasarkan studi Hilborn et al. (2020), eksploitasi perikanan yang tidak diawasi jumlah 

armadanya dapat berakhir pada kondisi overfishing. Penangkapan ikan terukur menjadi solusi 

untuk mewujudkan tata kelola perikanan yang lebih sistematis, rasional, dan berorientasi pada 

data ilmiah (Cahyarani & Susanto, 2023).  
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Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus telah ditunjuk sebagai salah satu lokasi 

pusat pelaksanaan kebijakan PIT. Pelabuhan ini menjadi jantung bagi aktivitas pembongkaran 

hasil laut dan pangkalan pendaratan ikan bagi para nelayan, dengan ikan tuna sebagai 

komoditas utama yang didaratkan di sana. Sepanjang Agustus hingga November 2023, 

akumulasi produksi berbagai jenis ikan mencapai 135.575 ton dengan nilai ekonomi sebesar 

Rp5.829.725.000. Tercatat sebanyak 80 kapal berkapasitas 9-30 GT melakukan pendaratan 

hasil tangkap di PPS Bungus, di mana pancing tonda, handline tuna, dan pancing ulur menjadi 

alat tangkap yang paling banyak digunakan, selain armada bagan dan payang.  

Potensi overfishing di PPS Bungus cukup terbuka lebar akibat intensitas aktivitas 

tangkap dan beragamnya alat yang digunakan. Guna memastikan keberlanjutan sumber daya, 

kebijakan PIT pun diimplementasikan dengan mengatur zonasi penangkapan serta mewajibkan 

nelayan menyetorkan PNBP sesuai dengan jumlah hasil laut yang mereka bawa ke darat. 

Respon beragam dari masyarakat terhadap kebijakan baru ini merupakan tantangan nyata bagi 

PPS Bungus yang saat ini tengah mengawali proses implementasi. Hingga kini, belum tersedia 

data mengenai persepsi nelayan atau strategi pendekatan yang paling efektif guna memastikan 

kebijakan PIT dapat dijalankan dengan sambutan yang baik dari masyarakat setempat.  

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana nelayan di 

Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus memahami dan menerima kebijakan PIT 

tersebut. Selanjutnya, penentuan arah strategi manajemen perikanan dilakukan melalui analisis 

terhadap persepsi, tingkat penerimaan, serta faktor-faktor yang memengaruhi implementasi 

kebijakan di tingkat nelayan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai dasar 

pertimbangan dalam penyusunan strategi pengelolaan perikanan yang lebih adaptif, efektif, dan 

berkelanjutan, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam mengoptimalkan 

implementasi kebijakan PIT di PPS Bungus. 

 

METODE PENELITIAN 

Pendekatan yang digunakan dalam riset ini adalah metode deskriptif, yang difokuskan 

pada upaya mendeskripsikan fenomena secara akurat berdasarkan keadaan yang sebenarnya 

terjadi pada saat penelitian dilakukan (Sugiyono, 2009). Teknik sensus digunakan dalam tahap 

pengambilan sampel penelitian ini. Secara metodologis, sensus berarti mengambil keseluruhan 

anggota populasi sebagai sampel riset apabila jumlahnya berada di bawah angka 100 responden 

(Arikunto, 2012). Guna menentukan strategi yang tepat bagi penerapan PIT di PPS Bungus, 

penelitian ini mengadopsi metode SWOT. Metode pengumpulan data di sini dipahami sebagai 

langkah-langkah untuk menghimpun data serta fakta pendukung terkait permasalahan yang 

diteliti, di mana teknik yang digunakan adalah: 

 

Data primer  

Peneliti melakukan survei langsung kepada subjek nelayan di PPS Bungus guna 

mendapatkan data primer. Adapun rincian data yang dikumpulkan selama masa penelitian ini 

adalah:  

a. Observasi : Proses ini melibatkan pengamatan di lokasi serta studi mendalam terhadap 

variabel-variabel yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan penangkapan ikan terukur 

di PPS Bungus.  
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b. Wawancara : Melakukan proses wawancara kepada pihak nelayan untuk mendapatkan data 

kualitatif yang berhubungan dengan penerapan kebijakan PIT.  

c. Kuesioner : Proses pengambilan data dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang telah 

diformulasikan secara tertulis dan digital, di mana responden cukup memilih alternatif 

jawaban yang telah disediakan dalam angket tersebut.  

d. FGD (Focus Group Discussion) : Sebagai bentuk diskusi terstruktur, FGD digunakan untuk 

memunculkan informasi mengenai ekspektasi, kepercayaan, dan pengalaman subjektif para 

peserta. Subjek dalam kegiatan ini adalah seluruh pemangku kepentingan yang terkait 

dengan ekosistem PPS Bungus, mencakup sektor perikanan dan non-perikanan. FGD 

menyederhanakan proses pemahaman terhadap sikap dan sistem kepercayaan peserta 

mengenai tema riset. Teknik ini sangat berguna bagi pengambil keputusan untuk 

mengeksplorasi alasan-alasan yang bersifat implisit di balik setiap jawaban responden.  

 

Data sekunder  

Peneliti menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur, jurnal 

penelitian, dan buku teks sebagai referensi dalam membangun landasan teori. Data tersebut 

juga diperkuat dengan tinjauan yuridis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan 

terkait, seperti PP No. 11 Tahun 2023 dan Permen KP No. 28 Tahun 2023 mengenai 

Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Dokumen pendukung lainnya meliputi SE MKP No. 

B.1569/MEN-KP/X/2023 terkait tahapan PIT tahun 2023 serta draf usulan revisi PP No. 85 

Tahun 2021. 

Prosedur Penelitian  

Metodologi pengkajian kebijakan PIT di PPS Bungus, Sumatera Barat, disesuaikan 

dengan prosedur penelitian menurut Trenggono (2023) serta Wildan et al. (2019). Adapun 

kerangka prosedur penelitian tersebut diuraikan sebagai berikut: 

Peneliti menggunakan kuesioner untuk menjaring persepsi nelayan terkait kebijakan PIT 

di PPS Bungus sebagai metode pengambilan sampel. Data dihimpun baik secara daring (online) 

melalui platform Google Form maupun secara luring (offline) dengan menyasar langsung para 

nelayan yang beraktivitas di Pelabuhan PPS Bungus. Penentuan responden dilakukan melalui 

teknik purposive sampling terhadap 75 kapal di PPS Bungus, di mana pengumpulan data 

(kuesioner dan wawancara) diambil dari satu perwakilan per kapal. Komposisi sampel 

mencakup kapal-kapal yang dokumennya telah lengkap (baik izin pusat maupun daerah) serta 

kapal-kapal dengan dokumen yang belum lengkap, guna mendapatkan data yang 

komprehensif. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini juga melibatkan metode FGD 

yang mengombinasikan teknik brainstorming dan nominal group untuk menghasilkan mufakat 

dalam pemecahan masalah. Prosedur ini dilengkapi dengan wawancara personal menggunakan 

kuesioner skala Likert guna memperoleh data mengenai persepsi responden. Tahapan 

selanjutnya setelah data terhimpun adalah melakukan analisis data secara deskriptif, yang 

difokuskan pada penilaian pandangan nelayan mengenai penerapan kebijakan penangkapan 

ikan terukur. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Keadaan Umum Daerah Penelitian 

Secara administratif, Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus berlokasi di 

Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Pelabuhan ini 

memegang peranan krusial sebagai sentral kegiatan perikanan tangkap dan mata rantai 

distribusi hasil laut, sekaligus menjadi titik pengawasan bagi praktik perikanan berkelanjutan. 

Sebagai salah satu pelabuhan perikanan utama di Indonesia, PPS Bungus memfasilitasi 

aktivitas nelayan melalui ketersediaan infrastruktur pendukung seperti dermaga, Tempat 

Pelelangan Ikan (TPI), pabrik es, hingga penyediaan bahan bakar dan logistik kapal. 

Secara geografis, PPS Bungus memiliki lokasi yang strategis karena berdekatan dengan 

perairan potensial untuk penangkapan ikan, terutama di wilayah perairan Samudera Hindia. 

Hal ini menjadikan PPS Bungus sebagai pusat aktivitas perikanan bagi kapal-kapal penangkap 

ikan dari berbagai daerah. Selain itu, pelabuhan ini juga menjadi titik transit bagi distribusi 

hasil tangkapan ke pasar domestik maupun ekspor. Fasilitas yang tersedia di PPS Bungus 

mencakup area tambat labuh, kolam pelabuhan, tempat pelelangan ikan, gudang penyimpanan, 

serta fasilitas pendukung lainnya seperti perkantoran, laboratorium kualitas ikan, dan tempat 

pengolahan hasil tangkapan. Infrastruktur ini mendukung berbagai aktivitas perikanan mulai 

dari praproduksi, produksi, hingga pascapanen. 

Dalam konteks kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT), PPS Bungus menjadi salah 

satu pelabuhan percontohan dalam penerapan sistem kuota dan zonasi penangkapan. Namun, 

pelabuhan ini juga menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, 

rendahnya pemahaman nelayan terhadap kebijakan PIT, serta pengawasan yang masih perlu 

ditingkatkan. Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan pelabuhan menjadi kunci dalam 

mendukung keberhasilan implementasi kebijakan perikanan berkelanjutan di PPS Bungus. 

Dengan peran dan potensinya yang besar, PPS Bungus terus dikembangkan oleh pemerintah 

dan berbagai pihak terkait agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mendukung 

sektor perikanan nasional. Pengelolaan pelabuhan yang optimal secara langsung akan 

berdampak positif pada kesejahteraan komunitas nelayan serta mendukung keberlanjutan 

ekosistem perikanan di Indonesia.  

 

Persepsi Nelayan Terhadap Penangkapan Ikan Terukur Di PPS Bungus 

Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) hadir sebagai upaya pemerintah dalam 

menjaga keseimbangan ekosistem laut Indonesia melalui sistem zonasi dan kuota. Langkah 

strategis ini diambil guna memastikan sumber daya ikan tidak melampaui batas daya 

dukungnya, sembari memperkuat kerangka tata kelola perikanan di Indonesia. Meskipun 

bertujuan positif, kebijakan tersebut menghadapi beragam respons dari komunitas nelayan 

akibat kekhawatiran akan dampak ekonomi serta perubahan pola operasional. Oleh sebab itu, 

studi ini menitikberatkan pada analisis mendalam terhadap pandangan atau persepsi para 

nelayan di kawasan PPS Bungus terkait penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur 

tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan skala Likert, persepsi nelayan 

terhadap kebijakan PIT menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Secara umum, terdapat 

aspek kebijakan yang diterima dengan baik, sementara beberapa aspek lainnya mendapat 

penolakan karena dianggap membebani nelayan. 



 

3301 

 Aspek kebijakan yang mendapat tingkat kesetujuan tinggi meliputi pembagian kuota per 

kapal, perhitungan kuota berdasarkan jumlah nelayan, ukuran kapal, serta alat tangkap, serta 

zonasi berdasarkan perizinan yang membedakan antara izin gubernur untuk wilayah hingga 12 

mil laut dan izin menteri untuk lebih dari 12 mil laut. Selain itu, kebijakan migrasi dokumen 

perizinan dari daerah ke pusat juga diterima dengan baik karena dianggap sebagai bagian dari 

regulasi yang lebih terstruktur. Hal ini menunjukkan bahwa nelayan memahami manfaat 

kebijakan dalam pengelolaan sumber daya ikan yang lebih adil dan transparan. 

Namun, ada beberapa aspek kebijakan yang menimbulkan sikap ragu-ragu, terutama 

dalam hal dampak kebijakan terhadap pengendalian keberlanjutan sumber daya ikan, 

pembagian zona yang membatasi akses nelayan kecil ke daerah tangkapan tradisional, serta 

peluang masuknya kapal dengan GT besar ke wilayah tertentu yang sebelumnya lebih banyak 

digunakan oleh nelayan lokal. Sikap ragu-ragu ini mengindikasikan adanya kekhawatiran 

terhadap dampak jangka panjang kebijakan PIT terhadap akses dan ketersediaan sumber daya 

perikanan bagi nelayan kecil. 

Selain itu, beberapa aspek kebijakan mendapatkan tingkat ketidaksetujuan tinggi, seperti 

pembatasan jumlah trip melaut dan zona tangkapan yang dianggap mengurangi potensi 

pendapatan nelayan, penarikan PNBP pasca produksi sebesar 5% yang menambah beban 

finansial, serta kewajiban pemasangan dan pengaktifan transmitter SPKP di kapal perikanan 

tanpa subsidi yang dianggap sebagai regulasi yang terlalu membebani nelayan kecil. 

Ketidaksetujuan ini menunjukkan bahwa nelayan merasa kebijakan PIT masih belum berpihak 

sepenuhnya kepada mereka, terutama dalam aspek ekonomi dan biaya operasional. 

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun kebijakan PIT memiliki tujuan 

positif dalam menjaga keberlanjutan perikanan, implementasinya masih menghadapi berbagai 

tantangan, seperti ketidakseimbangan antara aspek keberlanjutan dan kesejahteraan nelayan, di 

mana nelayan merasa dibatasi dalam beroperasi tanpa adanya kompensasi yang memadai. 

Selain itu, kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat jangka panjang kebijakan PIT 

kepada nelayan juga menjadi faktor yang menyebabkan munculnya persepsi negatif. Beban 

finansial yang cukup besar, terutama dari aspek pajak PNBP dan kewajiban pemasangan alat 

pemantauan kapal tanpa adanya subsidi, semakin memperkuat resistensi terhadap kebijakan 

ini. 

Temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa masih terdapat polarisasi serta keberagaman 

sudut pandang di kalangan nelayan PPS Bungus dalam menyikapi pemberlakuan kebijakan 

PIT. Beberapa aspek diterima dengan baik, sementara aspek lainnya menimbulkan resistensi 

tinggi akibat dampak ekonomi yang dirasakan nelayan. Untuk meningkatkan efektivitas 

kebijakan PIT, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan transparansi kebijakan agar 

nelayan memahami manfaat jangka panjangnya. Selain itu, adanya skema insentif atau subsidi, 

terutama untuk biaya operasional seperti BBM dan pemasangan transmitter SPKP, perlu 

dipertimbangkan guna mengurangi beban finansial nelayan. Evaluasi terhadap sistem PNBP 

pasca produksi juga perlu dilakukan agar tidak terlalu membebani nelayan kecil dan menengah. 

Penguatan pengawasan dan perlindungan bagi nelayan kecil juga sangat penting agar 

keberadaan kapal dengan GT besar tidak mengurangi akses mereka terhadap sumber daya 

perikanan. Dengan adanya evaluasi dan penyesuaian kebijakan yang lebih berpihak pada 

nelayan, diharapkan PIT dapat berjalan lebih efektif tanpa mengorbankan kesejahteraan 

masyarakat nelayan di PPS Bungus.  
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Strategi Pengelolaan Penerapan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur di Pelabuhan 

Perikanan Samudera Bungus 

Sebagai pusat kegiatan perikanan di Sumatera Barat, PPS Bungus menjadi instrumen 

penting dalam menyukseskan program Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Kebijakan ini 

mengedepankan prinsip keberlanjutan sumber daya dengan menerapkan aturan zonasi dan 

kuota penangkapan ikan bagi para pelaku usaha perikanan. Namun, dalam implementasinya, 

masih terdapat berbagai tantangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian 

nelayan menyambut baik kebijakan PIT karena dianggap dapat menjaga keberlanjutan stok 

ikan dan menciptakan sistem yang lebih teratur, masih banyak yang merasa kebijakan ini belum 

sepenuhnya adil dan kurang fleksibel. Salah satu permasalahan utama yang ditemukan adalah 

kurangnya sosialisasi yang efektif, sehingga pemahaman nelayan terhadap kebijakan ini masih 

terbatas. Beberapa nelayan juga merasa bahwa sistem kuota yang diterapkan belum merata, 

dan beberapa wilayah penangkapan yang telah ditentukan tidak sepenuhnya sesuai dengan 

kondisi ekologi serta ekonomi mereka. 

Untuk mengevaluasi penerapan kebijakan PIT di PPS Bungus, dilakukan analisis SWOT 

guna menjaring faktor-faktor penghambat dan pendukung. Hasil identifikasi menunjukkan 

bahwa kekuatan fundamental dari kebijakan ini adalah ketersediaan payung hukum yang kuat 

serta komitmen terhadap keberlanjutan ekosistem laut. Namun, kelemahannya terletak pada 

kurangnya pemahaman nelayan dan beberapa aspek regulasi yang dinilai kurang fleksibel. Di 

sisi lain, peluang yang dapat dimanfaatkan adalah peningkatan sosialisasi kebijakan, 

penggunaan teknologi monitoring untuk pengawasan perikanan, serta dukungan dari 

pemerintah dan lembaga swasta. Meskipun demikian, masih ada ancaman yang dihadapi, 

seperti potensi konflik antar-nelayan, perubahan kondisi lingkungan, dan penolakan dari 

sebagian nelayan yang merasa kebijakan ini tidak menguntungkan mereka. 

Hasil analisis merumuskan beberapa langkah strategis, di antaranya adalah edukasi 

berkelanjutan bagi nelayan dan pengelola usaha perikanan guna memperdalam pemahaman 

operasional PIT serta penguasaan teknologi penunjang. Lebih lanjut, diperlukan upaya 

rehabilitasi sarana di PPS Bungus serta penyediaan infrastruktur yang selaras dengan visi 

Penangkapan Ikan Terukur. Kolaborasi dengan investor melalui skema kemitraan bisnis yang 

mencakup penyediaan alat tangkap ramah lingkungan, edukasi manajemen bisnis, serta 

penguatan sistem pemantauan yang transparan diyakini mampu mengakselerasi pencapaian 

target kebijakan PIT. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional 

sekaligus memberikan keuntungan komprehensif bagi seluruh pemangku kepentingan yang 

terlibat. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan persepsi nelayan di PPS Bungus, kebijakan baru mengenai penangkapan 

ikan terukur secara dominan dinilai dalam skala Setuju hingga Sangat Setuju. Kecenderungan 

ini merefleksikan pengakuan nelayan bahwa indikator-indikator dalam kebijakan tersebut 

memiliki pengaruh signifikan terhadap keberlanjutan sektor perikanan di masa mendatang. 

Analisis SWOT menghasilkan beberapa arahan strategis guna meningkatkan efisiensi 

penerapan kebijakan PIT di PPS Bungus. Strategi tersebut menitikberatkan pada 

pengembangan edukasi bagi para pelaku perikanan untuk meningkatkan pemahaman 

operasional dan teknis mereka. Selain penguatan sumber daya manusia, studi ini juga 
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menekankan urgensi perbaikan sarana fisik di PPS Bungus serta pengadaan infrastruktur 

pendukung yang selaras dengan prinsip penangkapan ikan terukur. Sinergi dengan investor 

melalui skema kemitraan bisnis yang mencakup penyediaan alat tangkap ramah lingkungan, 

edukasi manajemen bisnis, serta penguatan sistem pemantauan yang akuntabel diyakini 

mampu mengakselerasi pencapaian target kebijakan PIT. Pendekatan ini diharapkan dapat 

meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi bagi seluruh 

pemangku kepentingan yang terlibat. Sebagai saran, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi 

dan transparansi kebijakan secara berkelanjutan agar nelayan memahami manfaat jangka 

panjang dari PIT, mempertimbangkan pemberian skema insentif atau subsidi bagi nelayan 

kecil, terutama untuk biaya operasional seperti bahan bakar minyak (BBM) dan pemasangan 

transmitter SPKP, serta mengevaluasi sistem PNBP pasca produksi agar tidak terlalu 

membebani nelayan kecil dan menengah. Selain itu, penguatan pengawasan dan perlindungan 

bagi nelayan kecil sangat penting agar keberadaan kapal dengan GT besar tidak mengurangi 

akses mereka terhadap sumber daya perikanan, dan diperlukan sinergi dengan investor melalui 

skema kemitraan bisnis yang mencakup penyediaan alat tangkap ramah lingkungan, edukasi 

manajemen bisnis, serta penguatan sistem pemantauan yang akuntabel. Bagi peneliti 

selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan mengenai dampak implementasi 

kebijakan PIT terhadap kesejahteraan nelayan secara kuantitatif, serta mengkaji faktor-faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan penerapan kebijakan di wilayah perikanan lainnya di 

Indonesia. 
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